
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 49 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1  
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 
1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



- 2 - 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;  

7. Undang-llneang Nemer 2J Tahun 2014 tentans 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

g, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N0m0r 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6868); 

Q 
r 
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12.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Namor 48 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penselelaan Keuansan Badan kayanan Vmum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor i 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemermtan Nemer 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ;  

(/ 
,  
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 186); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedeman Pengelelaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015  ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 
201 7 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 '7 

Nomor 1067); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah di ubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018  tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213 ) ;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8  Tahun 
2018 tentang Rencana Bisnis, Recana Kerja dan 
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi 
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 

3 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2010 Nomor 2); 
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35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 
Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 
Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2015  Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Namor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 
2015 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Kepada Badan U saha Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 
Nemer �); 

38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nemer 7 Tahun 2021 tehtang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 
Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 201 7 
Nomor 12) ;  

40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 
Nomor 2); 

4 1 .  Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2021 Nomor 6);  

43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 3); 
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44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2023 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar 
fahun 2023 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2022 terdiri 
atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp156.268.172.003,52 
b. Pendapatan Transfer Rp754.236. 961.873,00 

�! Lain-lain pendapatan RR�'.QG�.Q76.4Q4,QQ 
yang sah 

J umlah Pendapatan Rp918.568.210.280,52 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp323.977.811.820,00 
2) Belanja Barang Rp500.986. 799.379,88 
3) Belanja Subsidi Rp0,00 
4) Belanja Hibah Rp25.885.4 73.481,00 
5) Belanja Bantuan Rp23.569.922.320,00 

Sosial 
Jumlah Belanja Rp874.420.007.000,88 

Operasi 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah Rp880.732.430,00 
2) Belanja Peralatan Rp68.037.519.911,09 

dan Mesin 
3) Belanja Gedung dan Rp27.666.316.128,64 

Bangunan 
4) Belanja Jalan, Irigasi Rp61.355.000.063,88 

dan Jaringan 
5) Belanja A set Tetap Rp2.938.194. 731,78 

Lainnya 
6) Belanja Aset Lainnya Rp0,00 

Jumlah Belanja Rp160.877.763.265,39 
Modal 
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c. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja 

(Defisit) 

Rp2.333.212.840,00 

Rpl .037.630.983.106,27 

(Rp 119 .062.  772.825, 75) 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 1 . 1  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 18 Agustus 2023 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 18 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 49 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

• 

DI WIJAYA S.H. M.H. 
791210  200604 1 008 
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